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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,
danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah
suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan
pilihan, yang melibatkan berbagai unsuf pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka

waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatankerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitaspelayanan public dan daya saing
daerah.Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana
pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana
perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2)

RenjaPerangkaf Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,

program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

Dipindai dengan CamScanner



urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat

Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;

b. Penyusunan rancangan awal;

¢. Penyusunan rancangan;

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentangRencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan
penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap
tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan
penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis
dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena
penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun
dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten

Purwakarta Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Kecamatan
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Campaka Tahun 2018-2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD

Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Kecamatan Campaka Tahun 2018-2023
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan

Campaka Tahun 2021, 2022, dan 2023.

1.1 Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Perubahan

Rencana Strategis Kecamatan Campaka, adalah sebagai berikut::

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ( |
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan menguﬁah Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2852 ),

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasij Pembangunan
Daerah

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tahun
Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD
)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
purwakarta ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016
Nomor 9)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 Tentang

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Purwakarta.

1.2 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Kecamatan Campaka Tahun 2018-2023
disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2021,
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I
2021, dan 2023.Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. Menyesuaikan gambarar‘1 tentang kondisi umum dan
i
permasalahan terkini;

b. perubahan kebijakan nasional yang dimaksud yaitu terbitnya
regulasi-regulasi peraturan perundang-undangan yang harus
dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga.perlu dilakukan
penyesuaian dajlam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023 diantaranya yaitu :

1) Peraturan Pemerir{itah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah',f

2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024; ;

3) Peraturan Menlteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

4) Peraturan Menterif Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi,  Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perenicanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

5) Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang perlu

disesuaikan.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Kecamatan Campaka
Kabupaten Purwakarta yang merupakan susunan garis besar isi

dokumen Renstra adalah sebagai berikut:
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1.4  Sistematika Penulisan :
Sistetnatika penulisan Renstra Perubahan Kecamatan Campaka Kabupaten

Purwakarta adalah sebagai berikut:

BAB1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukuﬁ
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BABII  Gambaran pelayanan Perangkat Daerah.
2.1 Tugas, Fungsi !dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Sumber Daya Perlangkat Daerah
2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
BABII  Permasalahan dan ISlll-isu Strategis Perangkat Daerah
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis :
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
!
BABIV  Tujuan dan Sasaran
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BABY Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI  Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII  Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII Penutup I

Dipindai dengan CamScanner



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.1. Tugas Fungsi
1. Camat
Camat mempunyai perincian tugas sebagai berikut:
a. memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja
sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
b. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan umum;
c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan Kketenteraman dan
ketertiban umum;
e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati;

f. mengoordinasikan  pemeliharaan prasarana dan  sarana

pelayanan umum,;

. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi
di kecamatan
h. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi,
koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan publik pemerintahan desa

dan/atau kelurahan;
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J- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;

k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas
bawahan;

l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Camat;

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati
dan/atau peraturan perundang-undangan;

n. menyusun laporgn pelaksanaan tugas kecamatan.

Selain melaksanakan perincian tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang

dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretaris Camat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan
dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan urusan
administrasi umum kecamatan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretaris mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan
pelaporan,;
b. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;

c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
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d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi
administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan
kecamatan;

€. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai perincian tugas:

a. menyusun rencana kerja Sekretariat, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan
pelaporan kecamatan;

c. menyelenggarakan penatausahaan keuangan kecamatan,;

d. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;

f. mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasana kerja
kecamatan,;

g. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan;
.hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;

h. memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi di

lingkup kecamatan;

i. mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan

lingkup kecamatan;

melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas

bawahan;
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k. memberikan  saran dan  pertimbangan teknis urusan
kesekretariatan kepada atasan,;

l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi sekretaris; |

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya;

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dan/atau kegiatan Sekretaris kepada camat.

3. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh
seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas menyusun dokumen
perencanaan dan pelaporan, serta menyelenggarakan penatausahaan
keuangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
b. penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi
penganggaran, perbendaharaan, dan akunting;
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan
Pelaporan mempunyai perincian tugas:
a. menyusun rencana Kkerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan

Pelaporan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

10
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k.

1.

- Meényusun dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;

- melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat

penatausahaan keuangan di lingkup kecamatan;

-menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara di

lingkup Kecamatan;

- membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;

memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan

pembayaran gaji;

- mengoordinasikan  pelaksanaan penerimaan, penyimpanan,

pengeluaran, pertanggungjawaban, dan pembukuan keuangan;

-meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang

disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan
diketahui/disaetujui oleh PPTK;

meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji
dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran;

meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai
oleh APBD di lingkup kecamatan;

menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;

meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;

m. melakukan verifikasi harian atas pengeluaran keuangan

n.

oO.

kecamatan,;

menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi
pengeluaraan kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan

APBD di lingkup kecamatan;

11
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P. menyusun laporan keuangan kecamatan setiap triwulan dan akhir
tahun;

- meémantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanjé dinas;

. mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);

. melaksanakan koordinasi /konsultasi masalah keuangan dengan
satuan/unit kerja lain yang terkait;

- mengatur administrasi perjalanan dinas;

u. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup
Kecamatan;

- memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan,
keuangan, dan pelaporan kepada atasan;

w.mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan

fungsi Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan lingkup tugas dan fungsinya;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau

kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan kepada

Sekretaris.

4. Kasubbag Kepegawaian dan Umum

Kondisi Pegawai (Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh

seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang
meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan,

perbekalan, keperluan tulis, dan keprotokolan.

12
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
atas, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

a. pengelolaan administrasi kepegawaian;

b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah
dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan
masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;

c. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinyé..

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
_pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Kepegawaian dan Umum
mempunyai perincian tugas :

a. rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. memberikan layanan di bidang kepegawaian dan umum kepada
unit organisasi lingkup kecamatan;

c. mengelola administrasi naskah dinas kecamatan;

d. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
yang berada dalam penguasaan kecamatan;

e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup
Kecamatan yang meliputi layanan admistrasi kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data
pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Kérsu, tunjangan anak/
keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan
formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan
izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan

memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka

13

Dipindai dengan CamScanner



kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin
pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang
berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat
usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan,
membuat dan atau mengusulkan perpindahan/ mutasi pegawai
sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan
daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);

f. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan
kesejahteraan  pegawai dan pembinaan hukum  serta
ketatalaksanaan pegawai di lingkup kecamatan;

g menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas
kecamatan;

h. menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler
kecamatan;

i. melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan
pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;

j. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan
keamanan kantor;

k. mengelola administrasi gaji pegawai;

1. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian
dan umum kepada atasan;

m. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum,;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya,;

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Subbagian Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris.
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5. Kasi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang
mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan
program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; serta
melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
di tingkat kecamatan;

b. pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

c. pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan,
pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;

d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung
terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan,
kelurahan dan/atau desa;

e. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai perincian tugas:
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. Ime : o § »
fyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

- melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat

daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan,
desa dan/atau kelurahan;

- menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah
satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada
tingkat kecamatan, serta desa dan /atau kelurahan;

. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, k;)ordinasi,
dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan;

- melaksanakan  kegiatan administrasi pemerintahan dan

pertanahan lingkup kecamatan;

. menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum,
pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;

.memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau
peraturan desa;

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,

desa dan/atau kelurahan;

j. melaporkan  pelaksanaan  pembinaan dan  pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada

camat;

. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan

fungsi Seksi Tata Pemerintahan;
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1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan

lingkup tugas dan fungsinya.
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat;

6. Kasi Ketertiban dan Keamanan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang
kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan
melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan
ketentraman dan Kketertiban umum, kesatuan bangsa, serta
perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan
guna mewujudkan rSketentraman dan ketertiban umum, kesatuan
bangsa, serta perlindungan masyarakat,

b. pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan
daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan
lain;

c. pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan
evaluasi upaya-upaya untuk mewujudkan ketentraman dan

ketertiban umum, Kkesatuan bangsa, serta perlindungan

masyarakat di wilayah kecamatan;
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d. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan
ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta
perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh
pemerintah desa dan/atau kelurahan;

e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung
guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan
bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
mempunyai perincian tugas :

a. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi,
dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban
umum, kesatuan Dbangsa,serta mewujudkan upaya-upaya
perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

c. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan
upaya-upaya guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban
umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di
wilayah kecamatan;

d. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna
mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan
bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka
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penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-
undangan lain di wilayah kecamatan;

f. melakukan usaha-usaha preventif dan represif, serta memfasilitasi
penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, sukﬁ, agama,
ras, dan antargolongan;

g- merumuskan bahan Kkebijakan penanggulangan bencana alam,
kerusuhan sosial, dan konflik etnis;

h.melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu
mewujudkan ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi,
koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
dan/atau keiura.han;

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang
berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan;

k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya,

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dan/atau kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

kepada Camat.

7. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala

seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat,
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an .
yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan

melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan
guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di
wilayah kecamatan;

b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap
kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

c. pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana,
serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;

d. pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan
hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan
di wilayah kecamatan;

e. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan
kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat
dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;

f. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong

mbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan,

pertu

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan

lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ekonomi dan Pembangunan
mempunyai perincian tugas :

a. menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan,

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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b. menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat
untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik yang
diselenggarakan di kecamatan ataupun di desa dan/atau
kelurahan;

c. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi,
dan evaluasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED)
dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;

d. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain
dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial
dan fasilitas umum;

e. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam
memberikan layanan kepada masyarakat guna mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

f. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program
pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-
lembaga/orgahisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat
desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi,
perkreditan maupun usaha produksi;

g. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi,
koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ekénomi dan
pembangunan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

h. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pembangﬁnan di wilayah kecamatan;

i, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam

pembangunan sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan

potensi ekonomi daerah;
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j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang
berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan di
wilayah kecamatan;

k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya;

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dan/atau kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada

Camat.

8. Kasi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang
mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan
program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di
wilayah kecamatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap
upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis
swadaya masyarakat;

c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan

upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang
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belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau

kelurahan;

d. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan
pencegahan dan penanggulangan bencana;

e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung
upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta
pencegahan dan penanggulangan bencana;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai
perincian tugas :

a. menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang meliputi
pemberian bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan,
keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan
olah raga;

c. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan
evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan Kkesejahteraan
masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;

d. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan
upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang

belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau

kelurahan;
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e. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan
pencegahan serta pPenanggulangan bencana;

f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung
upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta
pencegahan dan penanggulangan bencana;

g menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan
upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;

h.memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang
berkenaan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan
masyarakat, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan
bencana;

i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi,
koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan
pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya;

1. melaksanakan  evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dan/atau kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat.

9. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang
kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan
)
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melaksanakan program dan/atay kegiatan pemberdayaan masyarakat
dan desa.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap
upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan
upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung
upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya.
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
mempunyai rincian tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyusun rencana kerja kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan

pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan

evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan

desa berbasis swadaya masyarakat;
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- memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan

upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum

dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;

. menggali Qan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung

upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;

- menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain
guna pemberdayaan masyarakat dan desa;

.memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang
berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

1. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi,

koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan

masyarakat pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya;

. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

kepada Camat.
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2.1.2. Struktur

CAMAT

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN CAMPAKA

SEKRETARIS
CAMAT
_ — I )
KELOMPOK | |
JABATAN KASUBAG KEUANGAN, KASUBAG
FUNGSIONAL PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
- PELAPORAN DAN UMUM
| I [ I
KASI TATA KASI KAS| KASI KASI PEMBERDAYAAN
PEMERINTAHAN KETENTRAMAN KESEJAHTERAAN EKONOMI DAN MASYARAKAT DESA
DAN KETERTIBAN SOSIAL PEMBANGUNAN
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1.Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Campaka Kabupaten

Purwakarta hingga tanggal 31 Desember 2018 adalah sebanyak orang

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kondisi Pegawai (PNS,PTT dan SUKWAN)
pada Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta

No | Uraian

Laki-Laki

Perempuan

Total

1 |Jumlah Pegawai

PNS

PTT

Sukwan

Golongan IV

Golongan III

5

2 | Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:

11
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e

Golongan II

Golongan |

5

Jumlah i
Pegawal yang telah mengikuti Pendidikan Penjejangan

Terakhir :
Diklatpim II]
Diklatpim IV

Tabel 2.2

Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan pada
Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta

Uraian

Fmaki

Perempuan

Total

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :

Strata II

8

Strata I

1

Diploma

SMA

SMP

SD

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana Penunjang

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Kecamatan Campaka

Kabupaten Purwakarta, berdasarkan kondisi akhir bulan Desember

2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Data kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja
Kondisi Sekarang
No Jenis Banyak Baik Kurang Rusak
Baik
1 [ Rumah Dinas 1 1 |- )
1 . =
2 | Kantor !
E — 2 2 |- -
3 | Tempat Parkir I : :
4 | Mesin Ketik -
S | Kursi rapat L - i
6 i t
Meja Rapla 4———“"‘—’_1’2’—‘ ST .
7 | Meja Kerja L=
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9 | Kendaraan Rodg 2

Kursi Lipat

Kamera

2.2.3.

—’.ﬁ_‘\_
Kursi Tamu/Tunggy

T S T e
Kendaraan Roda 4

e
Laptop/Komputer

BN = =N

O N —| —

Kondisi Wilayah

Kecamatan Campaka mempunyai luas 3.592.662 Ha, terdiri dari

tanah darat 18.562 Ha,

tanah sawah, kebun 666.562 Ha, tanah

pemukiman 2.357.939 Ha dan zona industri 549.599 Ha, Batas-batas

wilayah Kecamatan Campaka :

Sebelah Utara berbatasan dengan Subang
Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandung
Sebelah Barat berbatasan dengan Karawang

Sebelah Timur berbatasan dengan Bekasi

Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan luas wilayah dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Luas Wilayah Desa di Kecamatan Campaka
LUAS WILAYAH

" pEst DARAT SAWAH
1. | Campaka 385.90 96.475
2. | Campakasari 161.75 0.5
3. | Benteng 55 175
4. | Cirende 286.56 60.936
5 Cikumpay 254.76 20.50
6 Cijaya 151.85 62.60
7. | Kertamukti 288.125 61.000
8. | Cimahi 235 31.25
9 Cijunti 119.227 127.407

' : 625.520 143.628
e 1.454.692 809.296

JUMLAH e =
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Kecamatan Campaka Terdiri dari 10 Desa 30 Dusun 65 Rukun
Warga dan 228
8 Rukun Tetangga dengan jarak dari pusat pemerintahan

Kecamatan ke Ibu kota Kabupaten 6 Km dan 60 Km ke Propinsi Jawa

Barat.

Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial ekonomi, masyarakat kecamatan Campaka

adalah masyarakat agraris serta mempunyai aneka ragam budaya dan
perlu dilakukan pembinaan Seécara terus menerus guna mendukung
kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan pembangunan.
Sebagian besar masyarakat kecamatan Campaka hidup dari mata
pencaharian di sektor pertanian dan perindrustrian serta sebagian

besar masyarakat memeluk agama islam.

Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana wilayah Kecamatan Campaké cukup
memadai sehingga sangat mendukung kearah Kkegiatan ekonomi
masyarakat. Dengan dibukanya jalur sebelah barat yang ada pada saat
ini menambah tingkat mobilitas penduduk khususnya dibagian barat
kecamatan Campaka Dengan dilengkapi prasarana jembatan pada
kondisi baik dan didukung dengan alat tranportasi, baik kendaraan

roda empat dan kendaraan roda dua. Selain sarana dan prasarana

tersebut diatas juga didukung dengan sarana telekomunikasi telepon

berupa wartel dan media komunikasi yang lainnya.
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sumber Daya Alam

» luas tanah sawah dan
H . .
&, perindustrian dengan luas wilayah

sebagian besar berupa tanah darat

Sumber Daya Manusia
Sumber d i
aya manusig merupakan faktor utama dalam pengelolaan
pembangunan yang secara dinamis mampu mengelola faktor-faktor

lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal.

Data Monografi

1. Data Statis

a. Data Umum
1) Ketinggian Wilayah Kecamatan dari permukaan laut : 50 — 140 m dpl
2) Suhu Maksimum / minimum : 320C 250C
3) Jarak Kantor Kecamatan dengan

e Desa/Kelurahan yang terjauh : 11 km
o Ibu Kota Kabupaten/Kota : 7km
¢ Ibu Kota Provinsi 140 km

4) Curah Hujan
e Jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak : 87 hari

e Banyaknya curah hujan : 144,83 mm/th

5) Bentuk Wilayah

e Datar sampai berombak :60%

» Berombak sampai berbukit 140 %

. Berbukif sampai bergunung - %

6) Jumlah pulau — pulau - pulau
2. Luas Daerah / Wilayah
1) Tanah Sawah

! ....ha

» Irigasi teknis ' .

e Irigasi setengah teknis -

+ Irigasi sederhana -

« Tadah hujan / sawah rendengan
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e Sawah Pasang suryt
2) Tanah Kering

Pekarangan/ bangunan/ emplacement
e Tegal/kebun

* Ladang/tanah huma
° ladang Pengembalaan/pangonan
3) Tanah Basah
e Tambak
* Rawa/pasang surut
* Balong/empang/kolam
* Tanah gambut
4) Tanah Hutan
* Hutan konservasi / Negara
e Hutan pelestarian alam
e Hutan sejenis
e Hutan rawa
e Hutan lindung
e Hutan produksi
¢ Hutan swaka alam
* Hutan wisata
s Hutan kota
e Lain — lain / Hutan Rakyat
5) Tanah Perkebunan
e Perkebunan Negara
e Perkebunan Swasta
e Perkebunan Rakyat
6) Tanah Keperluan Fasilitas Umum
e Lapangan Olah Raga
e Taman Rekreasi
e Jalur Hijau

¢ Pemakaman

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada

Purwakarta,

Campaka berdasarkan sasaran/targ

Kecamatan Campaka

ha
ha

ha

ha

ha

ha

2
ha
ha
m?

ha

ha
ha
ha

ha
ha
ha
ha
ha

:379 ha

Kabupaten

menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan

et Renstra Kecamatan Campaka
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Tahun 2013-2018 - _
» Sebagaimang disajikan pada table 2.4. yaitu sebagai
berikut:
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Table 2.4
capaian Kinerja Kecamatan Campaka 2013-2018

Kabupaten Purwakarta Lampiran :
Indikator Kinerja Target Target Renstra Tahun Realisasi Renstra Tahun Rasio Capaian Renstra Tahun
No | Sesuai Tugas dan Tasget. | Target Indikat
or
S '
Fungi PM IKK Lainnya 2014 | 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1| 2 | 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 | Jumlah 48 48 48 48 48 48 48 28 48 48 48 48 48 48 48
Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan di
Tingkat
Desa/Kelurahan
2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pengaduan
Masyarakat
3
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Indikator yan
Yang tertuang dalam tapel 2.4 itu merupakan indikator

utama, sebagai
’ galmana terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan

Campaka dan RPUJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

Sedangk i
gkan dalam Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana

but di i
tersebut di atas (tabel 2.4), diakomodir dalam pendanaan yang

bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta. Adapun pengelolaan

pendanaan tersebut tertuang dalam tabel 2.5 yaitu sebagai berikut :
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Table 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Campaka

Kabupaten Purwakarta Lampiran :

Anggaran Pada Tahun Ke Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
2014 2015 2016 2017

ke-

2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 { 2017 [ 2018
Pelaksana
an
Pembinaan
dan
Pengawasa
n,
Penyelengg
araan
Pemerinta
han
Berbasis
Kewilayah
an

P Rata -
Uraian Perturr

Anggaran
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Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Campaka

Table 2.5

Kabupaten Purwakarta Lampiran :

Uraian

Pebksana

2014

Anggaran Pada Tahun Ke

2015

2016

Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ! Rata - Rata

ke- Pertumbuhan

|

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi

an
Penbinaan
dan

Peagawasa

n,
Penyelengg
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2.4.

Tantangan dan Peluang Kecamatan

2.4.1. Tantangan

Tantangan merupakan hal / obyek yang harus ditanggulangi /

diraih / dilakukan. Tantangan Kecamatan Campaka dalam kurun

waktu lima tahun ke depan adalah :

1) Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah,

menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur Kecamatan
dan Desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel,

3) Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik

4) Banyaknya implementasi kebijakan mengenai

menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan

pelaporan yang berkualitas.
(e-

government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah

kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi

pemanfaatan teknologi dan informasi.
pendelegasian

sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat.

2.4.2.Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak,

yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan

dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam

hal ini yang dilakukan oleh Kecamatan Campaka, yaitu :

1.

2.

3.

Kecamatan Campaka berwenang melaksanakan proses
perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan
program dan kegiatan untuk organisasinya.

Kecamatan Campaka dilengkapi dengan perangkat
komputerisasi yang terhubung dengan internet yang sebagian

ASN telah menguasai teknologi tersebut.
Kecamatan Campaka berwenang melaksanakan koordinasi
dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 10 (Sepuluh) desa di
Kecamatan Campaka.
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4,

Kecamatan Campaka berwenang melaksanakan pelayanan
masyarakat berupa rekomendasi perijinan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN CAMPAKA

1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan kecamatan

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu

dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat

berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1.

Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Campaka
belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;

Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer,
meublair, dan peralatan lainnya masih kurang;

Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda
pembangunan yang ada di Kecamatan Campaka masih terbatas;
Kurang adanya sinergi antara program yang dilaksanakan oleh
OPD dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.
Belum adanya konsep tentang pemberdayaan SDM yang ada

selama ini pemerintah hanya sebatas memberikan motivasi

untuk berusaha, tetapi kurang memberikan peningkatan

ketrampilan ( Skill)
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Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pada Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta

. Standart Faktor yang mempengaruhi
Aspek Kajian Copaian/ yang Internal Eksternal Permasalahan Pelayanan SKPD
Kondisi saat ini
digunakan (Kewenangan SKPD) (diluar Kewengan SKPD)

Jumlah  Sarana | Sarana Prasarana yang | SOP Kekuatan Peluang 1. Masih kurangnya sarana
dan Prasarana | ada saat ini belum cukup | Kecamatan 1.Eksistensi dan legalitas lembaga 1. Tuntutan Reformasi untuk perbaikan prasarana pendukung
Penunjang memadai untuk | Campaka Kecamatan didukung Peraturan kinerja pemerintah pengawasan

optimalisasi  penunjang Perundang-undangan 2. Adanya dukungan dari atasan

pelaksanaan tugas 2.Adanya motivasi kerja Pegawai langsung,.

kedinasan Kecamatan Campaka yang tinggi
Jumlah Aparatur | Dengan Sumber Daya 2. Masih kurangnya dukungan
yg memadai Manusia relatif cukup Ancaman anggaran

tinggi tetapi masih perlu Kelemahan

Peningkatan keahlian 1. Budaya kerja Aparatur Pemerintah

(Skill) sehingga SDM yang LKualitas dan kuantitas Sumber Daya masih kurang memadai.

ada mampu Aparatur yang masih kurang

Melaksanakan tugas dibandingkan dengan luas dan

kedinasan dengan lebih banyaknya beban kerja pengawasan 2. Sistem Pengendalian Intern /

baik 2.Terbatasnya sarana dan prasarana Pengawasan melekat belum berjalan
Jumlah Anggaran | Anggaran penunjang SOP penunjang pengawasan sebagaimana mestinya

untuk saat ini masih Kecamatan 3.Dukungan anggaran belum mencukupi

belum cukup untuk Campaka

optimalisasi pelayanan
kepada masyarakat dan
kelancaran pelaksanaan
tugas )

Dipindai dengan CamScanner
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1.2, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

Kecamatan Campaka memiliki tugas dan fungsi yang jika dikaitkan
dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun ke depan,
diperoleh gambaran sebagai berikut :

Visi : “MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi
Mewujudkan “MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA” adalah:

1. Mengembangkan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal yang
Bernilai Religiusitas, Berorientasi Pada Keunggalan Pendidikan,
Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemerataan Ekonomi yang
Berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat

2. Pengembangan Struktur Wilayah dan Tata Ruang yang
Berorientasi Pada Keutuhan Lingkungan Baik Hulu maupun Hilir
Serta Unsur Tanh, Air, Udara dan Matahari

3. Mengembangkan Struktur Pemerintahan Yang berorientasi

Kepuasan Pelayanan Publik Berbasis Perdesaan Yang Berorientasi

Kemakmuran Rakyat.

3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
3.1.1.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun
2011-2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi
pembangunan, potensi dan permasalahan serta isu strategiswilayahnya
maka penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta bertujuan

mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan
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uang terseb i
ruang ut, maka dirumuskan kebijakan sebagai

pencapaian tujuan, yajty:

‘a. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di
bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (interchange);
b. Pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam
sistem kawasan agropolitan dan atay minapolitan di bagian selatan
wilayah kabupaten;
C.

Pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan

pertanian dan industri;

d. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara

berhierarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta
bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;

e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna
mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan
resiko bencana dan efek pemanasan global; dan

f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

negara.

3.1.2.Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk
memastikan bailwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena
menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana,

dan/atau Program. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD
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sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui

mekanisme. antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana,
dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan
melaksanakan identifikasi dan perumusan  isupembangunan
berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan,
rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan,
rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan
dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan
kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi
perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau
program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, penyusunan KLHS juga mempedomani Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pelaksanaan
program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun
2018-2023 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan
keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan
“dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian

target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan.

1.3. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Purwakarta yang sejalan

dengan Tupoksi Kecamatan Campaka dapat dikategorikan dalam

uraian-uraian dibawah ini:
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p ”
1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan  sebagian

kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan
untuk mendayagunakan segenap potensi vang ada di wilayah
kecamatan;

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas

aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian

pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur
yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki
persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam
meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan

penambahan jumlah aparatur;
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Berdasarkan

rumusan Visi

BAB Iv
TUJUAN DAN sAsaRAN

dan Misi,

dan mengacu

serta

menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, maka

tujuan dan sasa

tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Dacrah Kabupaten Purwakarta

ran jangka menengah Kecamatan Campaka 5 (lima)

Indikator Rumus Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada
Jjuan Sasaran Tujuan/Sas Tahun Ke
aran 2017 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022 2023
ewyj | Meningkatn | Nilai Indeks | Nilai
ikan | ya Kinerja Kepuasan Indeks
ta dan masyarakat | Kepuasan
lola Pelayanan terhadap masyaraka 89 90 92 &b 92 03 03
'meri | Publik Pelayanan t terhadap
ahan | Kecamatan | Masyarakat | Pelayanan
ng Masyaraka
ik t
an Terpenuhin | Tingkat Rata Rata
ektif |ya Pemenuhan | Nilai
Dukungan | Dukungan Indeks
Mangjemen | Manajeren | Target 85% | 86% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Perkantoran | Indikator
Program
Pada
Sasaran
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upaya-

pembangunan.

upa; i
paya operasional yang bermuara pada tercapainya visi

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah

Kabupaten Purwakarta dengan mempertimbangkan semua potensi,

peluang,

kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah

Kecamatan Jatiluhur. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan

pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka

strategi dan kebijakan Kecamatan Campaka tahun 2018 - 2023

sesuai dengan misi Kabupaten Purwakarta disajikan sebagai berikut

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Mewujudkan Purwakarta Berkarakter
Misi Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang
Baik, Akuntabel dan Profesional
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan
penataan Pembinaan dan Pembinaan dan
Mewujudkan tata kelembagaan Pengawasan Pelayanan
kelola din Penyelenggaraan | Administrasi
i Pemerintahan Pemerintahan di
peme;mii{azzi ketatalaksanaan | g erlfll)earsis tingkat
yang ba pemerintahan Kewilayahan Kelurahan/ Desa
efektif yang efektif dan .
efesien
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
INDIKATIF

Program pembangunan dan rencana Kkegiatan indikatif yang
dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Campaka
Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018-2023. Renstra SKPD Kecamatan Campaka ini

disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN

Penet indi inerj
etapan indikator kinerja atay ukuran kinerja akan digunakan

untuk m iner;j
engukur kinerja atay keberhasilan organisasi yang pada akhir

periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan

pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan

gambaran yang mencerminkan Capaian indikator kinerja program

(outcomes) dari kegiatan (outpuy.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi
yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja
dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir
pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian
kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara
langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific,
measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve
(SMART-C). Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk
memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan
misi Kecamatan Jatiluhur. Hal ini ditunjukan dari akumulasi
pencapaian indikator outcome prograim pembangunan daerah setiap
tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun
sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra
dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1
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Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

IKU Perangkat Daerah
Kondisi Kinerja
Pada Awal Periode Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada
Indikator RPJMD . .
Akhir Periode RPJMD
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nilai Indeks -
Kepuasan
masyarakat
terhadap S 2o 100 % 100 % 92 % 93% 93 % 93 %
Pelayanan
Masyarakat
Tingkat ==
Pemenuhan
{ Dukungan 86 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Manajemen
Perkantoran
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Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
IKU Perangkat Daerah
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada
NO Indikator ) .
2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Periode RPJMD
C i i - -
1 Mi;z;;arnd}‘;i:sﬂ Survey Kepuasan - _ Baik Baik Bailk Baik
2 Persentase Pemberdayaan 30
Masyarakat yang Dilaksanakan - - 80 80 80
3 Persentase Penanganan 80
Ketentraman dan Ketertiban - - 80 80 80
Umum yang Dilaksanakan
4 Persentase Penyelenggaraan 80
Pemerintahan Umum yang - - 80 80 80
Dilaksanakan
5 Persentase Pembinaan dan 51
Pengawasan yang Dilaksanakan - - 51 51 51
6 Frekuensi
Pembinaan /Pengawasan
Penyelenggaraan Pelayanan 51 51 - - } )
Pemerintahan Tingkat
Desa/Kelurahan
7 Persentase Perencanaan,
Pembinaan dan Ketersediaan 100 100 100 100 100 100
Data Kinerja Kecamatan
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| - Diharapkan renstra
mampu  menjawab berbagaj

t
antangan (ap peluang untuk

meningkatkan pelayanap

publik Sécara  prima (j Kecamatan

Campaka.

Visi Mewujudkan Masyarakat yang Memadai, Berbudava dan

Berkualitas.Diharapkan  mampy menghadapi berbagai isu-isu

strategis Kecamatan Jatilukuyr yang terkategorikan pada tipologi
daerah industri dan isu-isy strategis lainnya .Begitu juga beberapa
rumusan kebijakan yang telah disusun sedemikian rupa dapat

menjadi solusi kongkrit dalam menghadapi berbagai permasalahan di

Kecamatan Campaka.

Demiikian penyusunan Perubahan Rencana setrategis ( Renstra)
Kecamatan Campaka untuk periode 2018-2023.Harapan besar

dokumen inj mampu menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh agar

Pelayanan Kecamatan Jatiluhur kedepannya mampu mencip ialen

Pelayanan, Pembangunan yang memuaskan bagi masyarakat dan

Pembex‘dayaan pada masyarakat.
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smoeL 7.

¥ Indikasi Re Program Prioritas yang d i Kebutnhan Pendanaan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

. Program. Kondisl Kinerju poda akhir
= dan Kersaghka Pendanssn Peranghat Daerah
. Bldaag Urasen Pemeriziaban den Kondist Capalan Rl BT 7023 2023 periode RAVMD —
Program Priorites Pembaog, Indikator Kinerja Program (outcame) | Batuan | Kinerjs Awal 2015 2020 ~ Rp Terget Rp Rp _
P Target
7 B S - n:r aa.n Reulisaal Rp Turget g" — "":" 12 13 14 13 16 1T 18 19
7 9 IA4ETI 3.625.382.635 396, Ercametas Campadn
$ : S Tl 5 T : i 'm.mon $64.400.000 3374431639 391 126 11.396.138316
(s 7 ey : ¢ : : ;u.no.o.u . 866.400.000 3.274.421.639 3445673391 3.635.382.635 11.396.138.216| Kecamatan Campaka
+o1La0l1901 ol Ve - - = 1 " 243.343.031| Kecamatan Campaka
01.4.01.19 Program e . P Persen | 100 | 100 | 100 245343631 - | - 1 - 100 sz
Perkantoran Administrasi Perkantoran
4.01.4.01.19.02 Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya Sarana dan Persen | 100 [ 100 100 I 94,161,500 - - - | - - - -| 100 94.161.300| Kecamatan Campaka
Prasarana Ammr: Prasirana Aparatur =
4.01.4.01.19.06 ?"’ll’lmLMﬂlIklM Tersedianya Pelaporan Capaian Persen | 100 | 100 100 23.689.900 - - - - . K & | 100 23.689.900/ Kecamatan Campake
Pen . Bistem Pel Kinerja dan Keuangan Secars
Capaian Kinerja das Keuangan Tepat dan Benar
4.01.4.01.19.07 Frogram Formbinaan Prefuenal Kk | @1 | 51| &1 120.565.000 - 1 - e | - | st 120.563.000| Kecamatan Campaka
Penyel Pemb /F
Pemerintahan Barbasis Penyelenggaraan Pelayanan
Kewllayshan Pemerintahan Tinglat
Desa/Kalurahan
4.01.4.01.19.07 Program Dukungan Manajemen . . . “
Ad - 441,400,000 : l LKX).O(.\J,Koeum-un Campaka ’
- 1 Persontass Pegawal Yang Memiliki| Persen | 99,97 | 43,20 | - 100 T N - 100 Kecamatan Campaka
Iy 2 Tingkat Pemeauban Kebutahan | Persen | - . 00 100 - = - 3
Taggga dan 1co Kocamatan Campaka
Prasarana Kantor i
El Pr “Persen [ 99.93(99,44| 100 100 s 0 - S = F—p—
Dalam KondiniBak 100 ‘K tan Campaka J
4 Perventase Pelayanan | Permsen | 861 ]73.12] 100 00 e B -
Aministrasi Porkasic 100 ]K-:un-l.ln Campaka l
5 Persontase Pelaporan Kinena dan | Persen | 100 | 100 100 100 . = v
gan Yang Tepat W - 100 Kocamatan Campaka
Besuai Dengan Per Undang-
Undangan X
4.01.4.01.19.41 Pregram Pembinaan dan Persentass Perencanaan, Persen | 77,41 73,5 100 -| 100 123.000.000 B o - =
¢ nasi Pen Pemb dan Ket diaan - 100 125.000.000| Kecamatan Campaka
Urusan Pemerintahan di Wilayah Data Kinerja Kocamatan
Kecamatan
Kecamatan Campaka
7.01.01 Pro Penul Urusan - - .003.981. g =
e gram njang 3.003.981.111, 3.226.231.923 3.393.069.083 9.087.382.117| Kecamatan Campaka
Kabupaten/Kota
1 BAKIP Peran, Daenah | O - - - -
Capalan ghat plal B B B B Kecamatan Campaka
2 Persentase Pemenuban % - . . - 80 80 -
Penunjang Pelayanan % 80 Kocamatan Campaka
Perkantoran
7.0L.02 Program Penyelenggarsan Capaian Hasll Susvey Kopuasan | Kategori| - - - I +| Baik 70.099.040( Baik 73.765.220( Bail 3
s Yo Masy Baik 77.623.141| Baik 231,487 401 | Kecamatan Campaka
Publik
7.01.03 Program Pemberdayaan Perventass Pemberdayaan » e - = 4 - -| 8o 20.917.404| 80 28.323.184| 80 29.800.39 paka
Masyarakat Desa dan Kelurahan Masyarakat yang Dilaksanakan 1 8o 83.049.180( Kecamatan Cam|
701.04 Program Koordinasi K Pe: Pe: * - . . - -l 80 16.111.964| 80 16.934.620] 80 X
dan Ketertiban Umum Ketenraman dan Ketertiban 17.841.04¢6( &0 50.907.930| Kecamatan Campaka
Umum yang Dilalaanakan
7.01.08 Program Penyelenggaraan Urusan Parsentase Peoyslenggaraan % . N . . & .| 80 47.821.908( 80 30.322.994| 80 52.954.886 80
Pl ritenss U e 151.099.788 | Kecamatan Campaka
Dilaksanakan
7.01.06 Program Pembinaan dan Fersentase Pembinaan dan % - - - N o -l s1 47.490.212| 31 49.973.950 31 52.587.388| I 180.031.730| K.
Pengawasan Pemerinlahan Desa Pengawasan yang Dilaksanakan .031 Kecamatan Campaka
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Tabel 8.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
s Aspek/Indikator Kinerja | o o |Rinerjapada) 2019 s‘;,,m:' Mm bahan Setelah Perubahan pada akhir Keterangan
' Pembangunan Daerah SR |amal nasiad ode RPJMD
A STy Z 2017 | 2018 | Target | Realisasi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 pes : :
1 2 3 4 5 6 7 8 g | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1S 16 17
160 |Nilai Indeks kepuasan masyarakat | Persen [ 90 | 01 91 91 92 92 93 93 | 92 92 93 93 93 IKU Kecamatan Campaka
terhadap pelayanan di Kecamatan L
161 |Tingkat Pemenuhan Dukungan Persen | 66,63 |76,18| 100 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 100 IKU Kecamatan Campaka
Manajemen Perkantoran -
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Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Kondisi Kondisi
Target Capaian Tahunan | Target Capaian Tahunan
Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja Awal 2019 BSt ap
No./ Kode Kinerja pada K
! Daeral Satuan RPJIMD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan e eterangan
- 2017 | 2018 | Target | Realisasi | 2020 [2021]2022[ 2023 [ 2020| 2021 | 2022 | 2023| RPIMD i
1 2 3 4 | s 6 7 8l o Jw | uli12|13] 14| 15 16 17
7.01.0.00.0.00.15.00 |Eecamatan Campaka 3 7 : Eecamatan Campaka
7.01 Kecamatan Kecamatan Campalka
1 Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Kali 51 51 S1 51 - - - - - - - - 51 Kecamatan Campaka
Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan
Tingkat Desa/Kelurahan .
2 Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Persen |77,41| 73,5 100 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 - - - 100 Kecamatan Campaka
Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan
Kecamatan Campaka
1 Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Kategori - - - - - - - - - Baik | Baik | Baik Baik Kecamatan Campaka
2 Persentase Pemberdayanan Masyarakat yang % - - - - - - - - - 80 80 80 80 Kecamatan Campaka
Dilaksanakan —
3 Persentase Penanganan Ketentraman dan % - - - - - - - - - 80 80 80 80 Kecamatan Campaka
Ketertiban Umum yang Dilaksanakan
Y ) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan % - - - - - - - - - 80 80 80 80 Kecamatan Campaka
Umum yang Dilaksanakan
5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan % - - - - - - - - - | st 51 51 51 Kecamatan Campaka
vang Dilaksanakan - =
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Unit Organisasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023

Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta

Tugas Pokok Menye.lenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan sebagian kewenangan
pemerintahan yarg dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
No | Sasaran Strategis IKU Penjelasan Keterangan

1. | Meningkatnya Persentase Pemenuhan Formulasi Perhitungar : Jumlah Realisaﬁi Pelaksanaan kegiatan yang secara langsung menunjang
Pemenuhan Dukungan Manajemen pelaksanaan manajemen perkantoran dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan dalam program dukungan
Dukungan Perkantoran manajemen administrasi perkantoran dikali 100, Diklasifikasikan
Manajemen
Perkantoran Tipe Perhitungan : Kuantitatif (Kategori )

B Sumber Data : Kasubag Umum dan Kepegawaian, serta Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
Kec. Campaka Kabupaten Purwakarta
2. | Meningkatnya Indeks Kepuasan ~ | Formula Perhitungan : dengan menggunakan interval Skala 1 -4 )

Kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan

Masyarakat

Jumlah nilai terhadap Jumlah masyarakat yang dilayani

Interval dengan rincian sebagal berikut :
Skala 1 : Sangant Tidak Puas

Skala 2 : Tidak Puas

Skala 3 : Puas

Skala 4 : Sangat Puas

Tipe perhitungan : Kualitatif

Sumber data : masyarakat yang dilayani di Kecamatan Campaka

CAMAT CAMPAKA

»

——
DE SUMARNA, SH, Msi

NIP. 19670406 199203 1 008
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